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ABSTRACT

Investigations against children who have committed criminal acts should
be handled by child investigators who meet the requirements as stipulated in the
Law on the Criminal Justice System for Children, but the fact is that there are
child investigators who have not met the requirements, so that they have the
potential to carry out investigations that are not mandated by the Law on the
Criminal Justice System. Child. What is the role of the investigator in
investigating criminal acts committed by children and why is there an inhibiting
factor in the role of the investigator in investigating crimes committed by children
at the Baubau Police?

The research was conducted with a normative juridical approach and an
empirical juridical approach. Resource persons consisted of BauBau Police
Investigators. Data collection was carried out by literature study and field studies.
The data analysis was done qualitatively.

The results of this study indicate: The role of investigators in
investigating criminal acts committed by children at the BauBau Police includes
normative and factual roles. The normative role is carried out by statutory
regulations, particularly the Police Law and the Children Criminal Justice System
Law. The factual role is carried out based on the facts regarding the existence of a
child who has committed a criminal offense by providing a special child
investigator, carrying out investigations in a special examination room for
children, carrying out investigations in a family atmosphere, requesting a social
research report, carrying out forced efforts guided by the Law on the Juvenile
Justice System . Investigations against children are realized by investigators by
means of investigations in a family manner, not wearing official clothes and not
putting pressure on children. The most dominant factor that hinders the role of
investigators in investigating criminal acts committed by children at the BauBau
Police is the community factor, especially the victim and the victim's family
rejecting diversion and wanting the child as the perpetrator of a criminal act to be
prosecuted.

Research suggestion: The role of investigators in investigating crimes
committed by children should be adjusted to the juvenile criminal justice system.
Counseling / socialization regarding diversion to the public should be increased so
that people have a good understanding of diversion and as an effort to minimize
resistance to diversion by the community.
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PENDAHULUAN.

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain
itu, (R. Wiyono,2016:21) anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Secara ideal anak tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya, namun
pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga harus
mendapat penanagan dan perlindungan secara khusus, meskipun mereka
melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya pemerintah dalam
melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan memberlakukan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, namun dalam
pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Sebagai gantinya undang-
undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-
undang ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan
restoratif dan diversi, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan,
sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di

Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Arif
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Gosita, (Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, him. 43), Pelaku anak masih
di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan
kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam
kategori di bawah umur.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus
karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Di dalam sistem
peradilan pidana anak, terkait penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak,
dan petugas pemasyarakatan anak. Menurut Maidin Gultom (Perlindungan
Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak dilndonesia2014. him. 28)
tujuan peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, kepastian hukum
menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil, tidak mengabaikan masa depan
anak dan dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan. Anak adalah
generasi penerus bangsa, yang walaupun pernah melakukan tindak pidana tetap
dipertimbangkan masa depannya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, maka para
penyidik yang menangani kasus Pidana Anak harus memperlakukan anak-anak
yang berkonflik dengan hukum secara berbeda dengan pelaku dewasa. Karena
masih adanya penyidik Polri di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
yang ada belum sepenuhnya memiliki perspektif yang sama dalam menangani
kasus anak yang berkonflik dengan hukum, maka penulis ingin mengetahui lebih
dalam tentang peran penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak.

Salah satu peran pihak Kepolisian di dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan memberikan
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perlindungan hukum dari bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya
perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal
seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan
perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang
melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk
diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan
hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak
untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan
sebagainya.

Penyidik Anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang
ditunjuk. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:(a)telah
berpengalaman sebagai penyidik;(b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang
peradilan Anak.

Tujuan dari pasal tersebut ialah demi melindungi hak anak dan
menghindarkan anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana seharusnya ditangani oleh penyidik anak yang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dan penulis ingin

167



DINAMIKA HUKUM Volume 12, No.2, Juli 2021

mengetahui penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di
Polresta Bandar Lampung termasuk penyidik khusus anak yang telah memenuhi
kritera dalam Pasal 26 Ayat (3) atau belum, hal tersebut penting sebab
dikhawatirkan penyidik anak yang belum memenuhi kriteria dalam Pasal 26 Ayat
(3), melaksanakan penyidikan terhadap anak yang tidak dengan amanat Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan
masalah yang ada sebagai berikut: a. Bagaimanakah pelaksanaan proses
penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau? b.
Mengapa terdapat faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak
pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau?Adapun Tujuan dari Penelitian
ini adalah: 1. Untuk mengetahui peranan penyidik dalam penyidikan tindak
pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau. 2. Untuk mengetahui faktor
penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan
oleh anak di Polres Baubau.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu
hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi
dalam masyarakat. Dalam hal ini, analisis peranan penyidik dalam penyidikan
tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau serta menganalisis
faktor-faktor penghambat peranan penyidik Polresta Baubau dalam penyidikan

tindak pidana yang dilakukan oleh anak.Penelitian bersifat ini bersifat kualitatif
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kemudian disajikan secara deskriptif, karena dalam penelitian ini memberikan
gambaran tentang analisis peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang
dilakukan oleh anak di Polres Baubau serta menganalisis faktor-faktor
penghambat peranan penyidik Polresta Baubau dalam penyidikan tindak pidana
yang dilakukan oleh anak. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk
memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis
dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Teknik pemilihan
Sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat
mewakili seluruh populasi yang kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.
Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.
HASIL PENLITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak

di Polres Baubau.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak korbanya tidak lain juga anak.
Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka
setelah ada pelaporan dan sudah di proses di penyidikan dapat dihentikan dan
tidaak dapat di hentikan meski korban sudah memaafkan. Jika terjadi tindak
pidana anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik
harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang
masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas)
tahun. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka
baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan
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Pidana Anak (SPPA). jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti
dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”, kata Bripka Munartin.

Dalam melakukan penyidikan yang dilakukan terhadap anak harus sesuai
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak dan karena korbannya adalah anak maka juga
dalam melakukan penyidikan menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian, tentunya ada tahapan dari
proses penyelesaian dari penjabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penjabat
Negeri Sipil tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk
melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
yaitu, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tugas dan tanggung Jawab
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) antara lain sebagai
berikut:(1) Kanit PPA bertugas memimpin Unirt PPA dalam penyelenggaraan
perlindungan terhadap perempuan dan anakyang menjadi korban kejahatan dan
penegakan hokum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus,
disingkat RPK. (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non

pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan

170



DINAMIKA HUKUM Volume 12, No.2, Juli 2021

dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap
pelakunya. (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap
perempuan dan anak, vyaitu : perdagangan orang (human trafficking),
penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun
dalam rumah tangga ), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (pejudian dan
prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil
kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban / tersangka),
perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus — kasus lain dimana
pelakunya adalah perempuan dan anak. (4) Dalam Peraturan Kepala Kepolisian
No. Pol : 10 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPApelaksanaan
tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada : 1. Di tingkat Mabes Polri
kepada Dir | / Kamtrannas Bareskrim Polri ; 2. Di tingkat Polda Metro Jaya
kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya; 3. Di tingkat Polda
kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ; 4. Di tingkat Polres kepada Kasat
Reskrim Polres.

Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, “ syarat untuk dapat ditetapkan pada ayat (1) meliputi : a.
Telah berpengalaman sebagai penyidik; b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi,
dan memahami masalah Anak; dan c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang
peradialan Anak. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur, dalam Undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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(KUHAP). Pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
berbunyi : 1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduhan
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana
wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 2. Dalam hal
tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib
melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana
tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1)
Penyidik adalah : a. Penyidik penjabat polisi Negara Republik Indonesia; b.
Penjabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang.(2) Syarat kepangkatan penjabat sebagimana dimaksud dalam ayat (1)
akan diatur lebih lanjut dalam PP 27/1983.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan
sebagimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidan Anak menyebutkan bahwa, “dalam
menangani perkara Anak, Anak Korban Saksi, Pembimbing Kemasyrakatan,
Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan
mengusahakan suasana kekeluargan tetap terpelihara”. Penyidik wajib memeriksa
dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012).
Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan
secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak

memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan
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dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.
Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan
ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksan
berjalan lancar, karena seorang anak ysng merasa takut sewaktu menghadapi
penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang
benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak berseragam.

Penyidikan terhadap anak tersbut haruslah dalam suasana kekeluargaan
sebagimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidan Anak menyebutkan bahwa, “dalam
menangani perkara Anak, Anak Korban Saksi, Pembimbing Kemasyrakatan,
Pekerja Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan
mengusahakan suasana kekeluargan tetap terpelihara”.

Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan
dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan,
bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa
yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan
yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik
bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah
agar pemeriksan berjalan lancar, karena seorang anak ysng merasa takut sewaktu

menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan
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keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan, penyidik
tidak berseragam.

Yang wajib melakukan penyidik Anak adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat
(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “Penyidikan terhadap perkara Anak
48dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penjabat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Menurut O. Noto Hamidjojo, ada empat norma yang harus ditaati oleh
para penegak hukum atau para pemelihara hukum yaitu : a. Kemanusiaan, norma
kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa
diperlakukan sebagimana manusia, sebab ia mempunai keluhuran budi. b.
Keadilan adalah kehendak untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang
menjadi haknya. c. Kepatutan atau equity adalah yang wajib dipelihara dalam
pemberlakuan  undang-undang dengan maksud untuk  menghilangkan
ketajamannya. kepatutan perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup
manusia dalam masyarakat. d. Kejujuran, Menurut Andi Hamzah, (Hukum Acara
Pidana Indonesia, 2008 Hal 119) pemerihara hukum atau penegak hukum harus
brsikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani
justiciable yang berupaya mencari hukum dan keadilan atau dalam kata lain,
setiap yurist diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya
dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus

perkara.
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Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Bripka Munarti,Sat
Reskrm Polres Babau Jumlah Kasus untuk Thun 2020 sejak Januari sampai
dengan Desember sebanyak 28 Kasus yang tentunya dibanding dengn Tahun 2019
yang lalu mengalami Kenaikkan sebesar 30 %. Adapun penjabaran Kasus demi
Kasusnya sebagai Berikut :a.Kasus Cabul yang dilakukan Anak sejumlah 12
Kasus;b. Kasus Penganiyaan yang dilakukan oleh Anak sejumlah 10 Kasus; c.
Kasus Pencurian yang dilakukan oleh Anak sejumlah 6 Kasus;

Yang wajib melakukan penyidik Anak adalah sesuai dengan Pasal 26 ayat
(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “Penyidikan terhadap perkara Anak
48dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penjabat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Munarti, adapun proses
penyidikan tindak pidana di Polres BauBau adalah sebagai berikut :1) Laporan
Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)
dilakasanakan berdasarkan Peraturan Kapolri No. Po : 10 tahun 2007 tentang Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) di lingkungan kepolisian negara
Republik Indonesia. 2) Pemanggilan, Setelah laporan dan bukti yang kuat maka
polisi melakukan pemanggilan yang diduga adalah anak yang berkonflik yang
melakukan tindak pidana maka dilakukan pemanggilan terhadap anak. 3)
Penangkapan, adalah suatu tindakan penyidikan berupa penangkanpan
kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti

guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
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menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 4) Penahanan, merupakan
membatasi ruang gerak seseorang agar memepermudah proses penyidikan dan
untuk menghindari hal-hal yang tidak diingingkan. 5) Penggeledahan, dilakukaan
dengan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efesien sehingga dapat
dipertanggumg jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola
tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. 6) Penyitaan, serangkaian
tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah
penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pradilan. Penyitaan
yang dilakukan guna untuk memenuhi acara pidana. 7) Pemeriksaan, Setiap
oarang dapat dijadikan saksi apabila orang tersebut mengetahui dan menyaksikan
peristiwa itu atau melihat kejadiannya, saksi harus berumur lebih dari lima belas
tahun dan saksi tidak memepunyai penyakit sakit ingatan, sakit jiwa (meskipun
hanya kadang-kadang saja). 8) Visum Et Repertum, adalah bukti yang berbentuk
laporan yang menunjukan bahwa korban telah mengalami kekerasaan pada
dirinya atau tubuhnya, bukti tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh dokter Rumah
Sakit dimana korban melakukan visum. 9) Penyelesaian dan Penyerahan berkas
perkara, Penyerahan berkas perkara sebelum diberikan di Pengadilan negri yang
berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di kejaksaan menganggap
sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri
yang dianggap berhak untuk menghakimi dan memutuskannya.

B. Faktor penghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana
yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau.
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Pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres
Baubau, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan diantaranya adalah : 1.
Kendala dalam keterbatasan waktu. Dalam melakukan penyidikan pihak penyidik
memiliki keterbatasan waktu. Dalam memproses berkas dari tindak pidana dengan
keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut,
pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelasaikan berkas perkara yang
sudah ditentukan. Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 : “hasil
penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam
waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan
penyidik diterima.Bahwa koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi
agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan material sesuai
dengn Pasal 31 Undang-undan Nomor 11 Tahun 2012 antara lain : (2) Koordinasi
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Dalam waktu 15 (lima
belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas
perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu
tersebut dilampaui dan berkasperara belum diserahkan maka anak yang
berhadapan dengan hukum harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Perbedaan antara penanganan kasus anak dengan orang dewasa terletak di jangka
waktu penanganannya. Kalau orang dewasa 20 (dua puluh) hari dan dapat
diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. 2. Biaya visum yang terbilang
mahal.Dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri, pembuktian perkara pidana

terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan cara melakukan visum.
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Korban dan keluarganya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam hal
perekonomian merasa keberatan. Dan visum ini dilakukan apabila ada tindak
pidana yang memerlukan dilakukannya visum. 3. Anak memerlukan waktu untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan disaat penyidikan berlangsung oleh penyidik.
Anak juga dirasa kurang bisa kooperatif dalam tahap penyidikan sebab anak
memiliki kesetabilan emosi yang tidak stabil. 4. Saat pemanggilan anak terkadang
tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani, padahal
dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradialn Pidana

Anak menjelaskan bahwa anak wajib di dampingi oleh orang tua.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Dalam
proses pelaksanan penyidikan terhadap tindak pidana oleh Anak di Polres Baubau
dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan,
penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian dan
penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Undang-unadang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 26 sampai 40. 2) Kendala yang
dialami penyidik polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Baubau memiliki keterbatasan waktu
dalam memproses berkas dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang
memerlukan adanya visum, biaya visum yang relatif mahal dianggap terlalu
membebani korban. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif,
saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua

yang tidak bisa menemani.
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SARAN

Adapun saran penulis adalah: 1) Perlu dilakukan pelatihan proses
peradilan terhadap anak bagi penyidikpenyidik yang ada di Polres Kudus agar
setiap penanganan penyidikan perkara pidana anak dapat melaksanakan fungsinya
dengan maksimal tanpa Kketerbatasan waktu dan bisa lebih cepat dalam
penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2) Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat
terkait dengan kenalakan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi.
Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik puta-
putri nya agar di bekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagaamaan dan
wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana
yang dilakukan oleh anak. Agar penyuluhan/sosialisasi mengenai diversi
ditingkatkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman
yang baik terhadap diversi dan sebagai upaya untuk meminimalisasi penolakan
diversi oleh masyarakat. Selain itu pelaku dan korban serta keluarga yang terlibat
dalam tindak pidana mengedepankan akal sehat dan tujuan bersama untuk

mencapai kesepakatan ketika perdamaian dilaksanakan.
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